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e S
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— Menimbeng  © a. bahwa dengan telah ditetapkannyas  Permturan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Pemerintah Momar & Tabun 2003 weatang Pedoman
NOMOR 16 TAHUN 2004 Orgunisasi Perangkar Dacrah maka mgas pokok,

fungei, susunan organisas: dan lala kerja Dinas
Kesehatan dan Kesejphtzraan Sosial Kahvpaten
Banyumas serta Kantor Pesnberdayvaan Magynrakat
TENTANG Kabupaten Hamyumas sebagaimana dismer dalam
Feraturan Dacrah Nemor 23 Tahun 20000 tenibang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Betja

PEMBENTUKAN, SUSUNAMN ORGANISASI DAN TATAKERJA A E.:li;:h Da;emh Kabupaicn Barsumas sebagaimana
; TERAAN SOSIAL DAN RDAYAAN i ngan Peraturan Daerah  Kabupaien
DINAS KESEJAHT ‘ o e Hamumas Nomor & Tahun 2002 scria mgas pokok,
MASYARAKAI fungsi, susunan crgamisasi dan tata kerja Kantor

KARBUPATEN BANYUMAS Fernberdayaan Masyarakar Kabupaten Banyumas

szhagaimana diamr dalam Peraturan Daeralh Momor
24 Tahun 2000 tentany Pembentkan, Susunan
Cwganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Danyumas sebagaimana diubah dengan
Peraturan Daerali Knbupaien Bunyomas Nomer 10
Tahim 2002 sudah tidak scsuai lagi:



Mengingat

bahwa sehubungan denyan hul lersebut diatas, maka
perlu  ditetapkan  Perameran  Dacrah  Kabupaten
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan 'Tata Kerja Dinas Kesejahleraan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarskat Kabupaten
Bamyumas.

Undangaumdang Nomor 13 Tahun 1950 lentang
Pembentukan Daerah-daemh  Kabupaten Dalam

Lingkunzan Propinsi Jama Tengah;

Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 teolang
Pemernniahan Daerah (Lembaran MNegara Tahun
1990 Nomor 60, Tembehan Lembaran Negara
Marmor 3B39):

Peraturen Pemerintah Moo 1 Talum 1994 tentang
Jahatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembarzn Mepaa Tahun 1994 Nomor 23,
Tamhahan Lembaran Megara Nomor 33471 '

Peraturan Peroerintah Momor 25 Tahun 2000
tentang Kewcnzngan Pemerimtah Pusal dan
Kewemangan Fropinsi sebagai Duerah Clomom
{(Lembaran Megara Tahun 2000 MNomor 34,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3952),

(=)

5. Peramran Pemerintah Nomor 8 Tabun 2003 tentang

Pedoman Organicasi Perangkat Dazrah (Lembaran
Megara Tahun 2003 Nemor 14 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

. Kepumsan Dersama Menteri  Pendayapumian

Aparatur Megara dan Menteri Dnlam  Megeri
Nomor: O1/SKB/M.PAN 142008 Nomor 17 Tahun
2003 tenfang Penmink Pelaksenzan  Peraturan
Pemeriniah Momar 3 Tahon 2003 entang Pedoman
Orgamisasi  Peranpkat Dacrsh den  Peraturan
Pemerintah Momor 9 Takun 2003 temtang
Wewenang Pemgangkalan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,;

Dengan persetnjuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DACRAH

KABUTATEN BANYUMAS

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAMN DACRAH TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISAST AN TATAKERIA DINAS
ECSIJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARARAT EABUPATEN BANYUMAS.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

[ralam Peratnran Dacmbhini yang dimaksud dengan

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Banywmas.

2. Pemerinmh Doerah ndalah Pemerinmh Kabopaten Bamyumas.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selinjumnya disehur
DPRD, adalah Dewnn Perwakilan Rakyat Daerah Kabuapaten
Banyumas.

. Bupati adalah Bupali Bamyumas.

5 SBekretaris Taerah mdalah  Sekretaris  Daerah  Kabapaten
Banyumas,

6. Dhinas Kesejahteraan Sosial dan Peroberdavaan Masvarakat
adalall, Dinas Kesejabieraan Sosial dan  Pemberdavaan
Masvarakar Kabupatzn Banvumas.

7. Kepala Ihinaz adalah Kepala [inas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayaan Masvarakatl Rabupaten Banyumas

B, Unit Pelaksana Teknic yang sclanjuinys discbut UPT adalah
pelaksans sebagian tigas  Dinas Kesejahteraan Sosial dan
Pembe rduyaan Masyarakat vang wilwah kerjanys dapat meliputi
lebih dari sau kecamatan,

4. Jabatan Fungsional adalah kededukan yang menunjukkin tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang  Popmean Megeri
Sipil dalam Satuan Organizasi yang dalam pelaksanaan mgasmya
didasarkan pada keahlisn dan stan ketrampilan terientu seris
bersifat mandiri.

BAR I
PEMEBENTUEAN
Pasal 2

Dengan Peraturam Daerah ind dibentuk Tinas Kesejahteraan Sosial dan
Pemberdayann Masvarakat.

BAB II
EENUNITKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Kesejahrersan Sosial den Pemberdavaan Masyarakar adalah unsor
pelaksana mgas ierenm Pemerintah Daerah, dipimpin olch seorang Kepala
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dopad melalud
Sekretariz Dacrah.

Pasal 4

{1y [hmas  Kesejahierasn Sosial dan Pemberdavaan  Masyarakat
mempanym  gas pokek melaksanakan kewenangan di bidang
ks b eraan sosinl dan peroberdayaan masyarakal,

(2] Unmk melaksanskan tugas pokok sebapsimana dimaksed dalam vl
(1), Dinas Kesejahrersan Sosial dan Pemberdavann Masyorakie
mempunval fungsi:



